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ABSTRAK 
Program Sarjana Universitas Nasional 

Program Studi Ilmu Hukum 
Skripsi, (24 Januari 2023) 

 

A. Nama Penulis             : Dinda Destia Dwiferdiani 
B. NPM                          : 183112330050120 
C. Judul Tesis                 : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG 

JAWABAN HUKUM PT KERETA API 
INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA 
PENSIUN (STUDI KASUS: PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 428K/Pdt.Sus-
PHI/2021) 

D. Jumlah Halaman        : xii halaman dan 93 halaman, 2023 
E. Isi Abstrak        : 

Seseorang yang bekerja dengan orang lain akan menimbulkan suatu perjanjian 
kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dengan adanya suatu perjanjian kerja 
maka timbulah hak dan juga kewajiban kepada seseorang pengusaha dan juga 
pekerja Akan tetapi, Ketika hubungan kerja tersebut berakhir  masih ada 
beberapa perusahan yang kerap kali tidak memenuhi kewajibannya sebagai 
pengusaha, yaitu tidak memberikan keadilan secara normatif berupa 
kekurangan jumlah uang pesangon kepada pekerja yang sudah pensiun Hal ini 
sangat disayangkan, karena dapat dikatakan bahwa uang pesangon merupakan 
masalah yang sangat krusial dalam bidang ketengakerjaan dan bahkan apabila 
tidak profesional dalam menangani pemberian jumlah uang pesangon tidak 
jarang menjadi potensi perselisihan yang berujung pada ketidaksesuaian 
pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh perusahaan kepada 
karyawan menurut Undang-Undang yang berlaku. sebagaimana terjadi dalam 
Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, yang dimana dalam kasus 
tersebut seorang pekerja yang mengalami kekurangan pembayaran  uang 
pesangon akibat kelalaian perusahaan dalam membuat perjanjian kerja yang 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap 
karyawan PT. Kereta Api Indonesia  yang mengalami keterlambatan 
kekurangan jumlah uang pesangon? Bagaimana pertimbangan hukum hakim 
terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 428K/Pdt.Sus-PHI/2021?.  
Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dengan 
menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
pertanggungjawaban hukum hukum yang diberikan kepada karyawan PT. 
Kereta Api Indonesia belum sesuai dengan teori  pertanggungjawaban hukum 
represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya sesuai dengan Pasal  
156 ayat (2), (3), (4)  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan 
kasasi dari pemohon kasasi PT. Kereta Api Indonesia dalam putusan nomor 
428K/Pdt.Sus-PHI/2021 belum sesuai. 
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ABSTRACT 
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Legal Studies Program 
Thesis, (January 24th 2023) 

 
A. Author’s Name             : Dinda Destia Dwiferdiani 
B. Student ID                       : 183112330050120 
C. Title of Thesis                :  JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL 

ACCOUNTABILITY OF PT KERETA API 
INDONESIA TOWARDS EMPLOYEES AT 
RETIREMENT AGE(CASE STUDY: SUPREME 
COURT DECISION NUMBER 428K/Rev.Sus-
PHI/2020) 

D. Number of Pages        : xii pages and  93 pages, 2023 
E. Abstract Contents       : 

 
Someone who works with other people will create a work agreement 
between employers and workers. With the existence of an employment 
agreement, rights and obligations arise for both an employer and an 
employee. However, when the employment relationship ends there are still 
several companies that often do not fulfill their obligations as 
entrepreneurs, namely they do not provide normative justice in the form of 
a lack of severance pay to retired workers. This is very unfortunate, because 
it can be said that severance pay is a very crucial issue in the field of 
employment and even if it is not professional in handling the amount of 
severance pay it is not uncommon for it to become a potential dispute which 
leads to incompatibility of legal responsibilities carried out by the company 
to employees according to applicable law. as happened in Decision Number 
149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, where in that case a worker experienced a 
shortage of severance pay due to the company's negligence in making a 
work agreement that was contrary to higher regulations. The problem in 
this study is how is the legal responsibility of the employees of PT. 
Indonesian Railways experiencing delays, lack of severance pay? What are 
the judges' legal considerations for the Supreme Court decision Number 
428K/Pdt.Sus-PHI/2021? This research method is to use normative 
juridical research using secondary data. The results of the study state that 
the legal liability given to employees of PT. Kereta Api Indonesia is not yet 
in accordance with the theory of repressive legal liability which aims to 
safeguard its normative rights in accordance with Article 156 paragraphs 
(2), (3), (4) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Judgment of 
judges who granted the cassation request from the cassation applicant PT. 
Indonesian Railways in decision number 428K/Pdt.Sus-PHI/2021 is not 
appropriate. 
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